
HAK & KEWAJIBAN WARGA 
NEGARA DAN NEGARA



• Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita
terhadap negara adalah adanya hak dan
kewajiban secara timbal balik

• Warga negara memiliki hak dan kewajiban
terhadap negara, sebaliknya pula negara
memiliki hak dan kewajiban terhadap warga
negara.

• Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban
warga negara diatur dalam UUD NRI 1945

• Hak dan kewajiban warga negara di Indonesia 
yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang
bersumber pada sila IV Pancasila.



Konsep dan Urgensi Harmoni 
Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

• Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu kita lebih mengenal
konsep kewajiban dibandingkan konsep hak.

• Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah
kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban

• Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika
perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan,
akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak
mau “strong sense of entitlement”



• Hak adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan oleh pihak
tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain
mana pun juga yang pada prinsipnya
dapat dituntut secara paksa olehnya.

• Wajib adalah beban untuk memberikan
sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat
oleh pihak lain mana pun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa
oleh yang berkepentingan.



• Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang
tidak dapat dipisahkan.

• Hak dan kewajiban warga negara dan negara
Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945

Contoh :

• Hak warga negara mendapat pekerjaan dan
penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD
1945). Atas dasar hak ini, negara berkewajiban
memberi pekerjaan dan penghidupan bagi
warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan
hak warga negara tersebut, pemerintah tiap
tahun membuka lowongan pekerjaan di
berbagai bidang dan memberi subsidi kepada
rakyat.

• Kewajiban warga negara terpenting saat ini
adalah kewajiban membayar pajak (Pasal 23A,
UUD 1945). Dengan masuknya pendapatan
pajak dari warga negara maka pemerintah
negara juga akan mampu memenuhi hak warga
negara yakni hak mendapatkan penghidupan
yang layak



• Warga Negara (citizen) : anggota dari suatu negara
atau anggota dari suatu komunitas yang membentuk
negara itu sendiri.

• Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di
bawah satu pemerintahan dan tunduk pada
pemerintahan itu.

• Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal
di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.

Orang yang 
berada di
wilayah negara

Penduduk

Bukan penduduk

Warga negara

Orang asing



Kewarganegaraan (Citizenship) memiliki arti keanggotaan
yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara
dengan warga negara.

• Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya
ikatan hukum antara orang-orang dengan negara

• Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, adanya ikatan emosional,
seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan
sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari
penghayatan warga negara yang bersangkutan.

• Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat
kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah
kewarganegaraan berada pada hukum publik.

• Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat
hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan
kewajiban warga negara.



Penentuan Warga Negara

Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran
• Asas Ius Soli : asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan

seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut
dilahirkan.

• Asas Ius Sanguinis : asas yang menyatakan bahwa
kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan
dari orang tersebut.

Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.
• Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa status

kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
• Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan

tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami
atau istri.

Pewarganegaraan (Naturalisasi) dgn syarat dan prosedur tertentu
Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.



Status Kewarganegaraan

• Apatride: istilah untuk orang-orang yang tdk 
memiliki status kewarganegaraan

• Bipatride: istilah untuk orang-orang yang memiliki
status kewarganegaraan ganda (dwi-
kewarganegaraan)

• Multipatride: istilah untuk orang-orang yang 
memiliki status kewarganegaraan 2 atau lebih



Warga Negara Indonesia

Pasal 26 UUD 1945 :

• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang-
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.

• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.



Warga Negara Indonesia 
berdasarkan UU No 12 thn 2006

1. Orang orang bangsa indonesia dan orang orang bangsa lain  
yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara.

2. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang  undangan 
dan atau  berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara 
lain sebelum UU ini berlaku  sudah menjadi warga negara 
Indonesia.

3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara 
indonesia  dan ibu warga negara indonesia 

4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara 
indonesia  dan ibu asing 

5. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing  dan ibu 
warga negara indonesia 



6.          Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari  seorang ibu  warga negara 
indonesia  dan ayah tidak mempunyai kewarganegaraan  atau hukum warga 
negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan  kepada anak itu.

7. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal 
dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara indonesia

8. Anak yang lahir diluar  perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara 
asing yang diakui oleh seorang ayah warganegara indonesia sebagai anaknya  
dan pengakuan  tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun 
dan atau tidak kawin.

9. Anak yang lahir di wilayah  negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas 
status kewarganegaraan ayah dan ibunya

10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan 
ibunya tidak diketahui 

11. Anak yang lahir di wilayah  negara RI dari seorang warga negara Indonesia  
yang karena ketentuan  dari negara tempat anak tersebut dilahirkan 
memberikan kewarganegaraan  kepada anak yang bersangkutan

12. Anak  dari seseorang ayah atau ibu  yang telah dikabulkan permohonan 
kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibu meninggal dunia  sebelum 
mengucapkan atau menyatakan janji setia.  



Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

• Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

• Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan
mendapat kesempatan untuk itu.

• Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri , yang bersangkutan
sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan
hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

• Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden
• Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara
Indonesia

• Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari
negara asing tersebut



• Tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara

asing

• Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan

sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

• Bertempat tinggal diluar wilayah negara republik Indonesia selama 5 (lima tahun berturut-turut bukan dalam

rangaka dinas negara, tanpa alas an yang sah dan dengan sngaja tidak menyatakan keinginannya untuk

tetap menjadi Warga Negara Indonedia sebelum jangka waktu 5(lima) tahun itu berakhir dan setiap 5 (lima)

tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernytaaan ingin tetap menjadi warga Negara

Indonesia kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal

perwakilan RItersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi tanpa

kewarganegaraan.

• Perempuan warganegara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga asing kehilangan kewarganegaraan RI

jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami

sebagai akibat perkawinan tersebut.



• Laki-laki warganegara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga asing kehilangan kewarganegaraan RI jika

menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat

perkawinan tersebut. Atau jika ingin tetap menjadi warga negara RI dapat mengajukan surat pernyaataan

menganai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan

atau laki-laki tersebut , kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan

dapat diajukan oleh perempuan setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.



Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

• Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

• Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta
ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan
publik.

• Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara
untuk memenuhi kebutuhan hidup.

• Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara
dalam persoalan pribadi.



• Di Indonesia hubungan antara warga negara
dengan negara telah diatur dalam UUD 1945.

• Hubungan antara warga negara dengan negara
Indonesia digambarkan dengan baik dalam
pengaturan mengenai hak dan kewajiban, baik itu
hak dan kewajiban warga negara terhadap negara
maupun hak dan kewajiban negara terhadap
warganya.

 


